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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN ALUR PIKIR 

A. Kajian Pustaka 

1. Definisi Pelayanan  

Hardiayansah (2011) mengemukakan bahwa pelayanan yaitu kegiatan 

yang dilakukan untuk menyiapkan dan mengurus barang atau jasa dari satu 

pihak. Pelayanan pada hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu 

proses pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi 

seluruh kehidupan organisasi dalam masyarakat. 

Secara umum, pelayanan yaitu kegiatan yang ditujukan untuk kepuasan 

kepada konsumen. Melalui pelayanan, keinginan dan kebutuhan konsumen 

dapat terpenuhi. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, pelayanan adalah 

sebagian usaha melayani kebutuhan orang lain, sedangkan melayani yaitu 

membantu menyiapkan (membantu apa saja yang diperlukan seseorang).  

Menurut Grandross dalam Radminto dan Atik Winarsih (2006) pelayanan 

adalah serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata yang terjadi 

sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-

hal lain yang disediakan oleh perusahaan yang memberikan pelayanan yang 

dimaksud untuk memecahkan permasalahan yang ada. 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pelayanan adalah rangkaian pemenuhan kebutuhan pengguna layanan oleh 

pemberi pelayanan yang menggunakan peralatan berupa organisasi/lembaga 

perusahaan baik dalam bentuk administrasi, dan jasa. 
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2. Definisi Publik 

Kriyantono (2012) mengemukakan bahwa publik sebagai sekumpulan 

orang/kelompok dalam masyarakat yang memiliki kepentingan atau perhatian 

yang sama terhadap suatu hal. Sedangkan menurut Jefkins (2004) 

mengemukakan bahwa publik sebagai kelompok atau orang-orang yang 

berkomunikasi dengan organisasi, baik secara internal maupun eksternal guna 

menciptakan hubungan yang baik. 

Berdasarkan definisi di atas dapat, disimpulkan bahwa publik adalah 

setiap kelompok orang memiliki minat atau nilai-nilai bersama dalam situasi 

tertentu, terutama kepentingan atau nilai-nilai mereka mungkin bertindak atas 

kesediaan dan sejumlah manusia yang memiliki kepentingan dan harapan 

sama, yaitu kepentingan yang berhubungan dengan orang banyak. 

3. Pelayanan Publik dan Kualitas Pelayanan Publik 

Pelayanan publik yaitu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam 

pemenuhan kebutuhan pelayanan atas barang, jasa, dan pelayanan 

administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kegiatan 

tersebut dilaksanakan oleh pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang  dalam 

organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan pelayanan. 

Pemerintahan Negara hakikatnya melaksanakan dua fungsi utama, yaitu 

fungsi pengaturan dan fungsi pelayanan, fungsi pengaturan berkaitan dengan 

hakikat sebagai negara hukum (legal state), sedangkan fungsi pelayanan 

berkaitan dengan hakikat sebagai kesejahteraan negara (welfare state). Kedua 

fungsi berkaitan pada semua segi kehidupan  bermasyarakat, dan 
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pelaksanaannya dipercayakan kepada aparatur negara yang secara fungsional 

bertanggung jawab atas bidang bidang tertentu yang berhubungan dengan 

kedua fungsi tersebut. 

Menurut Moenir (2013), pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan 

melalui aktivitas orang lain secara langsung. Pelayanan dapat diartikan 

sebagai segala bentuk hasil sebuah pelayanan, baik dalam bentuk barang 

publik maupun jasa publik yang dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab 

instansi pemerintah baik di pusat, daerah, dan lingkungan badan usaha milik 

negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dalam rangka upaya 

pemenuhan kebutuhan masyarakat. 

Menurut Mahmudi (2005), pelayanan publik yang diberikan oleh 

pemerintah dapat diskalifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu pelayanan 

kebutuhan dasar dan pelayanan umum yang dijelaskan sebagai berikut: 

1) Pelayanan kebutuhan dasar 

Pelayanan kebutuhan dasar yang harus diberikan oleh pemerintah 

terhadap masyarakat meliputi: 

a. Kesehatan 

b. Pendidikan dasar  

c. Bahan kebutuhan pokok 

2) Pelayanan umum 

Selain pelayanan kebutuhan dasar pemerintah sebagai instansi 

penyedia pelayanan publik juga harus memberikan pelayanan umum 
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kepada masyarakatnya, pelayanan umum yang harus diberikan kepada 

masyarakat terbagi menjadi tiga, yaitu : 

a. Pelayanan administratif 

Pelayanan administratif misalnya : pembuatan KTP, sertifikat 

tanah, akta kelahiran, akta kematian, buku pemilik kendaraan 

bermotor, surat tanda nomor kendaraan bermotor, ijin mendirikan 

bangunan, dan sebagainya. 

b. Pelayanan barang 

Pelayanan barang misalnya :  jaringan telepon, tenaga listrik, air 

bersih. 

c. Pelayanan jasa 

Adalah pelayanan misalnya : pendidikan tinggi dan menengah, 

pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, sanitasi 

lingkungan, persampahan, dan sebagainnya. 

Sampara dalam Hardiansyah (2011), menjelaskan bahwa kualitas 

pelayanan yaitu pelayanan yang diberikan kepada pengguna layanan sesuai 

dengan standar yang ditetapkan dalam memberikan layanan sebagai bentuk 

pelayanan yang baik. 

Ibrahim dalam Hardiansyah (2011), mengemukakan kualitas pelayanan 

adalah kondisi dinamis yang berhubungan dengan manusia, jasa, produk, 

proses dan lingkungan dimana penilaian kualitas di tentukan pada saat terjadi 

pelayanan. 
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Goetsch dan Davis dalam Hardiansyah (2011), mengemukakan bahwa 

kualitas pelayanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan 

terpenuhinya kebutuhan. Pelayanan dikatakan berkualitas jika dapat 

menyediakan produk, dan jasa (pelayanan) yang sesuai dengan kebutuhan 

konsumen. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan 

publik adalah bentuk pelayanan yang dilakukan oleh aparatur negara secara 

maksimal. Apabila pelayanan yang dilakukan dapat menghasilkan produk 

atau jasa berdasarkan kesesuaian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, 

maka pelayanan yang dilakukan telah mencapai kualitas yang  maksimal. 

4. Dimensi Kualitas Pelayanan Publik 

Menurut Zeithaml, dalam Pasolong (2011), untuk mengetahui bagaimana 

kualitas pelayanan yang dirasakan oleh konsumen, terdapat lima dimensi 

kualitas pelayanan menurut indikator ukuran kepuasan konsumen. Kelima 

dimensi tersebut, yaitu : 

1. Tangibles atau bukti langsung, yaitu kualitas pelayanan berupa sarana 

fisik perkantoran, sarana dministrasi, ruang tunggu, tempat informasi, 

dan lai-lain. 

2. Realibility atau kehandalan, yaitu kemampuan dan kehandalan 

penyedia layanan untuk menlaksanakan pelayanan yang terpercaya. 

3. Responsiveness atau daya tanggap, yaitu kemampuan penyedia 

layanan untuk menyediakan dan membantu pelayanan secara cepat, 

dan tepat terhadap keinginan konsumen. 
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4. Assurance atau jaminan, yaitu keramahan, dan sopan santun pegawai 

dalam melayani dan meyakinkan konsumen. 

5. Empaty atau empati, yaitu sikap tegas, tulus dan penuh perhatian 

dalam melayani konsumen. 

Sedangkan Garvin dalam Tjiptono dan Diana (2003) mengemukakan 

bahwa terdapat delapan dimensi mengenai kualitas pelayanan publik, yaitu : 

1. Kinerja (performance), adalah karakteristik pokok dari pelayanan. 

2. Ciri-ciri atau keistemawaan tambahan (features), yaitu karakteristik 

pelengkap suatu pelayanan. 

3. Kehandalan (reliability), yaitu kemungkinan kecil akan mengalami 

kerusakan atau gagal di pakai. 

4. Kesesuaian dengan spesifikasi (corformance to spesification), yaitu 

sejauh mana karakteristrik desain dan operasi yang memenuhi standar 

yang telah ditetapkan. 

5. Daya tahan (durability), yaitu berapa lama pelayanan terus dilakukan. 

6. Serviceability, meliputi kecepatan, kompetensi, kenyamanan, mudah 

direparasi, dan penanganan keluhan. 

7. Estetika, yaitu daya tarik produk. 

8. Kualitas yang dipersepsikan (perceived quality), yaitu reputasi 

pelayanan, dan tanggung jawab perusahaan terhadapnya. 

Berdasarkan berapa pendapat ahli di atas mengenai tolok ukur kualitas 

pelayanan, maka penulis menggunakan pendapat Zeithaml dalam Pasolong 
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(2011) yaitu lima dimensi kualitas pelayanan sebagai ukuran kualitas 

pelayanan publik. 

Peneliti menggunakan teori ini untuk mengukur kualitas pelayanan 

dalam sebuah organisasi baik dalam perusahaan maupun perkantoran. Selain 

itu, hal ini dilakukan agar peneliti fokus dalam penelitian mengenai 

manajemen dalam pelayanan. 

5. Unsur kualitas pelayanan publik 

Pelayanan publik harus terdapat unsur-unsur dasar sebagai berikut agar 

memiliki kualitas : 

a. Kewajiban pemberi pelayanan harus jelas dan diketahui secara pasti 

oleh pihak pemberi layanan. 

b. Setiap bentuk pelayanan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan 

kemampuan masyarakat untuk membayar berdasarkan ketentuan yang 

berlaku. 

c. Proses, hasil, dan kualitas pelayanan harus diupayakan agar dapat 

memberikan kenyamanan, keamanan, dan kepastian hukum yang 

dapat dipertanggung jawabkan. 

d. Apabila pelayanan yang diselenggarakan harus mahal, maka instansi 

pemerintah yang bersangkutan berkewajiban memberi peluang 

kepada masyarakat untuk ikut menyelenggarakan. 
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6. Standar Pelayanan Publik 

Standar pelayanan yaitu ukuran yang ditetapkan dalam penyelenggaraan 

pelayanan yang wajib ditaati oleh pemberi pelayanan dan penerima pelayanan 

sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Hal ini agar 

berbagai struktur birokrasi baik di pusat maupun di daerah mampu 

memberikan pelayanan dengan kualitas yang sama. Menurut Nina 

Rahmayanti (2013), standar pelayanan meliputi: 

a. Prosedur Pelayanan 

b. Waktu penyelesaian 

c. Biaya pelayanan  

d. Produk pelayanan 

e. Sarana dan prasrana 

f. Kompetensi petugas pemberi pelayanan publik 

Selain itu, standar pelayanan publik juga disebut sebagai suatu aturan, 

maka standar pelayanan yang telah diteetapkan harus dipatuhi dan 

dilaksanakan sesuai ketentuan, sehingga dapat mencapai tujuan dari 

pelayanan, yaitu kepuasan masyarakat.  

Agus Dwiyanto (2011) mengemukakan bahwa standar pelayanan publik 

dianggap sebagai norma, karena dalam penerapan standar meliputi dimensi-

dimensi sebuah norma, yaitu kognitif yaitu tentang bagaimana 

mengembangkan tindakan yang mampu membantu organisasi mencapai 

tujuan regulatif yaitu perintah terhadap anggota organisasi untuk melakukan 
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tindakan yang telah di tetapkan, dan tujuan normatif  yaitu anjuran yang tegas 

bahwa tindakan yang dikehendaki memang selayaknya dilakukan. 

Sebagai sebuah aturan baru, standar pelayanan publik di harapakan selalu 

ada pengembangan untuk melakukan perubahan mengenai kualitas pelayanan 

ke arah yang lebih baik, sehingga dapat memberikan pelayanan prima sesuai 

kebutuhan masyarakat. 

Selanjutnya Kasmir (2005) mengemukakan mengenai dasar pelayanan, 

terdapat sepuluh hal yang perlu diperhatikan agar pelayanan aman, nyaman, 

dan menyenangkan, antara lain sebagai berikut: 

a. Berpakaian dengan penampilan yang rapi dan bersih 

b. Percaya diri 

c. Menyapa baik, dan berusaha menyebutkan nama ketika akan 

melayani konsumen. 

d. Tenang, sopan, hormat, tekun mendengarkan, sikap yang baik. 

e. Berbicara menggunakan bahasa yang baik. 

f. Bergairah dalam melayani, dan menunjukkan kemampuan terbaik 

dalam melayani 

g. Jangan menyela ataupun memotong pembicaraan 

h. Mampu meyakinkan serta memberikan kepuasan kepada konsumen. 

i. Jika tidak mampu menangani permasalahan, meminta bantuan 

kepada pegawai lain atau atasan. 

j. Jika belum bisa melayani, beritahukan konsumen kapan mulai 

melayani. 
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Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka standar pelayanan 

menjadi faktor utama dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. 

Standar pelayanan publik juga dapat dikatakan sabagai tolok ukur yang 

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan, dan acuan penilaian 

kualitas pelayanan sebagai komitmen penyelenggara pelayanan kepada 

masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. 

B. Landasan teoritis dan Kepustakaan yang Relevan 

Zeithaml dalam Pasolong (2011) mengemukakan bahwa terdapat lima dimensi 

pokok dalam kualitas pelayanan publik, yaitu: 

1. Tangibles atau bukti fisik, yaitu keadaan sarana dan prasarana fisik 

perusahaan dan keadaan lingkungan sebagai bukti nyata dari pelayanan 

yang diberikan oleh pemberi layanan, meliputi fasilitas (gedung, dan yang 

lain sebagainya), perlengkapan dan peralatan yang digunakan (teknologi), 

serta penampilan pegawainnya. 

2. Reliability atau keandalan, yaitu kemampuan organisasi untuk memberikan 

pelayanan secara akurat dan terpercaya. Kinerja harus sesuai dengan 

harapan konsumen, dalam hal ini adalah ketepatan waktu, pelayanan yang 

sama untuk semua konsumen tanpa kesalahan, sikap yang simpatik, dan 

akurasi yang tinggi. 

3. Responsiveness atau ketanggapan, yaitu suatu kemampuan untuk 

memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada konsumen, dan 

penyampaian informasi yang jelas. Membiarkan konsumen menunggu tanpa 



16 

 

adanya suatu alasan yang jelas menyebabkan persepsi negatif dalam kualitas 

pelayanan. 

4. Assurance atau jaminan, yaitu pengetahuan, sopansantun, dan kemampuan 

para pegawai untuk menumbuhkan rasa percaya para konsumen kepada 

perusahaan. Jaminan yang diberikan terdiri dari beberapa komponen, antara 

lain, komunikasi, kredebilitas, keamanan, kompeten, dan sopan santun. 

5. Empathy, yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat pribadi yang 

diberikan kepada para konsumen dengan memahami keinginan konsumen. 

Di mana suatu perusahaan di harapkan memiliki pengertian dan 

pengetahuan tentang konsumen,  memahami kebutuhan konsumen secara 

spesifik, serta waktu yang nyaman bagi konsumen. 

C. Alur Pikir 

Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat 

luas. Dalam kehidupan bernegara, pemerintah memiliki fungsi memberikan 

berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan 

dalam bentuk pengaturan ataupun pelayanan lain, dalam rangka memenuhi 

kebutuhan masyarakat.  

Proses pengukuran kualitas pelayanan dalam pelaksanaan pelayanan publik di 

Kantor Kelurahan Moengko Baru Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso dilakukan 

untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayanan publik di kantor Kelurahan 

Moengko Baru dengan berlandaskan pada teori dimensi kualitas pelayanan publik 

menurut Zeithaml. Sehingga pelayanan publlik yang diberikan di Kantor Kelurahan 

Moengko Baru dapat memberikan kepuasan pelayanan kepada masyarakat. 
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Pemikiran peneliti mengenai kualitas pelayanan publik di kantor Kelurahan 

Moengko Baru dituangkan dalam bagan alur pikir berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

   

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Bagan Alur Pikir 

 

  

Kualitas pelayanan publik di 

Kantor Kelurahan Moengko Baru 

Dimensi Kualitas Pelayanan 

Publik Menurut Zeithaml dalam 

Pasolong (2011) 

 

1. Tangibles 

2. Reliability 

3. Responsiveness 

4. Assurance 

5. Empathy 

 

Kepuasan masyarakat 

mengenai kualitas pelayanan 

Faktor-faktor yang 

mempengaruhi kualitas 

pelayanan publik : 

 Faktor pendukung : 

1) Ketepatan informasi  

2) Hubungan baik  

3) Semangat melayani 

4) Pelayanan Prima 

 Faktor Penghambat : 

1) fasilitas pelayanan 

administrasi dan 

kebersihan 

2) Ketidak hadiran 

3) Ketepatan kehadiran 

4) Sumber daya pegawai 
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